
SALINAIT

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 41 TAHUN 2A22

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 28
TAHUN 2A2O TENTANG TATA CARA PENE'TAPAN BESARNYA INSENTIF DAN

PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

bahwa berdasarkan peraturan Gubernur sumatera utara
Nomor 28 Tahun 2o2o telah ditetapkan Tata cara penetapan

Besarnya Insentif dan penerima pembayaran Insentif
Pemungutan P4iak Daerah provinsi Sumatera Utara;
bahwa berdasarkan hasil evaruasi perlu dilakukan
penyesuaian dalam rangka pemberian insentif kepada
instansi pelaksana pemungut pajak Daerah dan pihak lain
yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Gubernur tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur
sumatera utara Nomor 28 Tahun 2o2o tentang Tata cara
Penetapan Besarnya Insentif dan penerima pembayaran

Insentif Pemungutan Pajak Daerah provinsi sumatera utara;
Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun t945;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Propinsi Atjeh dan perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur sipil

Negara (I-ernbaran Negara Repr.rblik lndonesia Tahun 2QL4

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5a9al;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11

Tahun 2O2A tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o2o Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 67571;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o1o Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2OL9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2018 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 44);

9. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2Ol9 tentang T\rgas,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan

P4iak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Uhra Tahun zOLg Nomor 5);

!
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1O. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2A2O tentang Tata

Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OZA Nomor

zel;

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 28 TAHUN

2O2O TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARI{YA INSENTIF

DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PA.-IAK

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun

2O2O tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan

Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Frovinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Frovinsi Sumatera Utara

Tahun 2O2O Nomor 291; diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1 1

(1) Penerima Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya ditetapkan sebagai berikut :

a. Gubernur;

b. Wakil Gubernur;

c. Sekretaris Daerah;

d. Pejabat dan ASN Pelaksana Pemungutan Pqiak Daerah

dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Badan;

2. InspekEur Provinsi Sumatera Utara;

3. Asisten Administrasi Umum Sekdaprovsu;

4. Kepala Biro Hulmm Setdaprovsu;
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5. Bendahara Umum Daerah (BUD), Sekretaris, Kepala

Bidang, Kepala uPT dan Pejabat Pelaksana sekretaris,

Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana

KePaIa UPT;

6.KepalaSubBidang,KepalaSubBagian,KepalaSeksi'
PejabatPenatausa]raanKeuangan,Bendaha
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus

Barang, Kuasa Bendahara Umum Daerah (I(uasa

BUD);

7. Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran Pembanhr, Pembantu Bendahara

Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran,

Pembantr.r Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Pengurus Barang Pembantu, Koordinator Fungsional,

Koord.inator samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thnr

dan Sentra Pelayanan Lainnya), Admin, Korektor

Pajak, Koordinator Jaringan IT, Operator IT;

8. Pembanhr Pengurus Barang, Petugas Samsat Keliling;

9. Staf;

10. Khusus untuk jabatan-jabatan dan fungsi-fungsi

sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5,

pengangkatan dan penugasannya ditetapkan melalui

Keputusan Kepala Badan.

(21 Besarnya pembayaran Insentif dan TTP berdasarkan

pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (U memperhatikan kemampuan keuangan daerah

dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum

dibayarkan, dibayarkan berdasarkan peraturan ini.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pembayaran

Insentif dan TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhy*, memerintahkan

pengUndangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara-

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 28 Desember 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NrP. 19710413 199603 t OO2

trd


